
 

 

   

BUPATI SIDOARJO 
 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR : 12 TAHUN 2006 

 

TENTANG 

PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2005 

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2006 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2005, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pehitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;  

 

Mengingat : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang 

Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan undang – 

undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan 

undang – undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih 

dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;  

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 42.86) ;  



7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355);  

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang 

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 4437); 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB 

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3942);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 

Kewenangan Propinsi Sebagai  Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi 

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4081);  

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4095);  

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4138);  

21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4139);  

22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4540);  

23. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan 

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4417) Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran 

Negara Republik  Indonesia Nomor 4416);  

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575);  

25. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4534);  

26. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575);  

27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576);  

28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);  

29. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Umum Propinsi dan 

Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2005 ;  

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, 

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah 

dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;  

31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.02/2004 tentang Penetapan Alokasi dan 

Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Tahun 

Anggaran 2005 ;  

32. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 626/KMK.02/2004 tentang Penetapan Rincian 

Dana Penyesuaian Tahun  Anggaran 2005 Kepada Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota ; 

33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005  tentang Pedoman Pengelolaan 

dan, Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah 

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2005;  

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002 

Nomor 11Seri C);  

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 2 Seri C); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2005  tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 6 Seri C) ;  

37. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 2 Seri D3);  

38. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 13 Seri 03);  

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENJABARAN 

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.  

 

 

 

 



Pasal 1 

 

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 terdiri atas :  

1. Pendapatan  
a. setelah Perubahan  Rp. 647.536.757.663,00  

b. Bertambah/(Berkurang)  Rp.   76.502.024.119,61  

 Jumlah Realisasi Pendapatan      Rp. 724.038.781.782,61  

  

 

 

2. Belanja  
a. Setelah Perubahan  Rp. 758.926.866.807,72  

b. Bertambah/{Berkurang)  Rp. (48.930.867.819,72)  

Jumlah Realisasi Belanja  Rp.709.995.998.988,00 

Surplus/(Defisit)  Rp. 14.042.782.794,61  

 

 

3. Pembiayaan  

a. Penerimaan 

   • Setelah Perubahan  Rp. 111.840.273.296,00 

   • Bertambah/(Berkurang)  Rp.                            - 

     Jumlah Realisasi Penerimaan  Rp. 111.840.273.296,00  

 

 

b. Pengeluaran 

    • Setelah Perubahan  Rp.       450.164.151,28 

    • Bertambah/{Berkurang)  Rp. 125.432.891.939.33  

      Jumlah Realisasi Pengeluaran  Rp. 125.883.056.090,61 

      Jumlah Surplus /(Defisit)  Rp. (14.042.782.794,61)  

 

 

Pasal 2 

Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran Peraturan Bupati ini.  

 

Pasal 3 

Lampiran lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.  

 

Ditetapkan di S I D O A R J O 

pada tanggal 24 Mei 2006  

 

BUPATI SIDOARJO 

Ttd 

H. WIN HENDRARSO 

 

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH 

KABUPATEN SIDOARJO 

 

TGL. 25-5-2006 NO 12 Th.2006 SERI D3 

 


